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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak lepas dari kontribusi negara 

dalam merumuskan atau mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan permasalahan 

yang dihadapi negara tersebut. Salah satu komponen dari proses politik sebagai 

solusi, penting bahwa kebijakan publik dirumuskan, dilaksanakan dan dievaluasi. 

Proses kebijakan publik berbentuk implementasi atau kegiatan yang dipimpin oleh 

pemerintah. Pelaksanaan proses implementasi kebijakan baik berupa program 

maupun kegiatan lainnya seringkali mengganggu proses pencapaian tujuan, sehingga 

kebijakan tersebut berdampak pada kegagalan kebijakan publik dalam implementasi 

program. (Universitas Muhammadiyah Sukabumi & Sidik, 2019) 

Atas dasar itu diperlukan suatu model implementasi kebijakan publik yang 

harus muncul dari rangkaian input, proses dan output yang terencana dan 

berkesinambungan. Proses pengembangan proses implementasi kebijakan publik 

dilakukan sebagai kajian administrasi yang kompleks. Tentu saja kompleksitas 

implementasi kebijakan publik terus meningkat tergantung pada isu publik yang 

dihadapi oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya. Banyak 

masalah implementasi kebijakan yang tidak efektif karena lembaga penegak 

kebijakan belum mengimplementasikan kebijakan secara efektif.(Maghfirullah, 

2018)  

Implementasi kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

menerapkan atau menegakkan. Kata pelaksanaan biasanya dikaitkan dengan suatu 

kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Melakukan 
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adalah tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disiapkan sebelumnya. 

Implementasi bukan hanya sekedar kegiatan, tindakan, perbuatan atau mekanisme 

dalam suatu sistem, tetapi implementasi adalah suatu kegiatan yang direncanakan 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan sejak lahirnya kebijakan.(huda, 2023) 

Implementasi kebijakan juga sangat penting jika dilihat dari proses 

pembuatan kebijakan, hal ini membuat beberapa ahli menyadari pentingnya 

implementasi kebijakan. Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007:49) yang 

menyatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan yang 

mendasar, biasanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi dapat juga 

berbentuk keputusan eksekutif atau keputusan yudikatif lainnya yang ditetapkan 

kemudian. melalui masalah-masalah yang perlu dipecahkan. Dengan cara ini, tujuan 

atau sasaran perlu dicapai dengan cara yang berbeda untuk menyelaraskan proses 

implementasi.(Ferdika et al., 2023) 

Perumusan peraturan perundang-undangan daerah merupakan salah satu 

kewenangan daerah sejak adanya otonomi daerah. Proses penyusunan peraturan 

perundang-undangan daerah ini juga dikenal dengan Program Pembuatan Peraturan 

DaerahProgram tersebut harus dilaksanakan sesuai prosedur agar peraturan 

perundang-undangan yang dihasilkan oleh daerah juga berkualitas dan dapat diterima 

oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan informasi untuk membuat undang-

undang. (Sudarmanto et al., 2021) 

Dalam Era Digitalisasi yang memadai karena kelengkapan informasi dan 

keakuratan informasi adalah syarat mutlak untuk melakukan  penguasaan  teknologi 

informasi yang sangat dibutuhkan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, setepat-

tepatnya dan secepat-cepatnya. Karena informasi yang demikian merupakan kunci 
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dalam pengembangan Implementasi Kebijakan Jaringan Dokumentasi Informasi 

Hukum Nasional (Gumarni & Armiwal, 2022) 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) ini diarahkan 

untuk mendayagunakan kerja antara pusat dan daerah, hal ini dikarenakan peraturan 

perundang-undangan dan instrument hukum lainnya terbit setiap saat sesuai dengan 

pola kebijakan pemerintah yang selalu berkembang. (JDIHN - Dasar Hukum, n.d.) 

Oleh karenanya, pelaksanaan pengelolaan dokumen hukum harus diselenggarakan 

secara berkesinambungan antara Pusat JDIHN dengan anggota JDIH Daerah. 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ini terdapat dalam 

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, memiliki fungsi : 

1) Sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum; 

2) Untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum; 

dan  

3) Untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-

undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya, (Peratura Presiden, 2012) 

Selain itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 

tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (Permendagri, 2014) Karena Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum ini adalah Karena jaringan dokumen dan 

informasi hukum ini merupakan kecanggihan informatika. Hal ini menjadikan 

teknologi informasi sebagai salah satu sarana dan prasarana yang mendukung 

perkembangan hukum di Indonesia saat ini, baik itu produksi produk hukum di 

daerah, penegakan hukum. dan penegakan kebijakan, dan penegakan kebijakan tidak 

akan berjalan dengan baik tanpa dukungan sarana dan prasarana yang 
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memadai.(JDIHN - Dasar Hukum, n.d.) ebab sebagai suatu sistem pembangunan, 

semua unsur pembangunan yang sah menerima, dari waktu ke waktu, perhatian yang 

berimbang sesuai dengan tugasnya. Hanya dengan pendekatan sistematis inilah 

percepatan perkembangan teknologi informasi di bidang pembentukan regulasi dapat 

dimungkinkan yang akan terjadi. 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui unit Biro Hukum untuk 

melakukan Pembentukan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 

Provinsi Sumatera Selatan  dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 40 

Tahun 2010  dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2010 tentang 

Pembentukan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

.Gambar 1 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Tentang SJDIH 

 

Sumber: Biro Hukum Sumatera Selatan 

Dalam peraturan gubernur tersebut di atas, terdapat beberapa poin tentang 

tugas dan fungsi dari sistem dokumen hukum itu sendiri dan jaringan informasi. 
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Dalam Bab III Pasal 3(a) dijelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi jaringan 

informasi dan dokumen hukum adalah mengumpulkan dan mengolah, 

mendistribusikan dan bertukar informasi tentang dokumen hukum antara UPJ dan 

PJDHISS. Selain itu, pada Bagian 3(b) menjelaskan bahwa sosialisasi kepada pihak 

yang ingin menggunakan layanan informasi hukum, pada Bagian 4(a) dijelaskan 

tentang mengumpulkan, menyusun dan mengklasifikasikan dokumen. perundang-

undangan secara sistematis. Menyelenggarakan kursus dokumen hukum dan jaringan 

informasi sebagai bagian dari pengembangan personel dokumen hukum. Kemudian 

pada Bagian 4(c) dikatakan mengkoordinasikan penyiapan dan pengembangan 

dokumen hukum dan layanan informasi hukum di provinsi. Kemudian pada pasal 4 

(e) menyelenggarakan SJDH hukum melalui web dokumen berupa website, dan pada 

pasal 4 menjelaskan untuk mengevaluasi pelaksanaan SJDI hukum pada semua 

tingkatan SJDI hukum di provinsi.(21) 

Gambar 2 Rapat Koordinasi Fasilitas Peraturan Perundang-Undangan 

 

Sumber : Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 
Namun hingga saat ini masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan 

proses pembangunan hukum daerah, khususnya tentang muatan hukum daerah. 
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(Simanullang, n.d.) Diantaranya masih terdapat peraturan daerah yang bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, serta masih banyak produk sah 

buatan pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan lain, baik yang setara maupun 

yang lebih tinggi. Situasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah 

kurangnya data peraturan perundang-undangan yang ada, yang seringkali 

menghambat proses harmonisasi (Aliamsyah dalam Law Online, 2010). Selain itu, 

sulitnya mencari dokumen karena masing-masing daerah memiliki kebijakan, 

sehingga peraturan perundang-undangan sulit disatukan menjadi satu karena jaraknya 

yang terlalu jauh. Oleh sebab itu dibutuhkan kecanggihan teknologi agar semua 

dokumen perundang-undangan dapat menjadi satu. 

Gambar 3 Evaluasi Pelaksanaan JDIH Provinsi Sumatera Selatan 
Tahun 2021 Melalui E-Report 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Dikatakan, salah satu tugas pelaksanaan JDIH adalah melakukan review 

tahunan terhadap pelaksanaan kegiatan JDIH di Provinsi Sumsel yang akan 

dikirimkan ke JDIH Pusat melalui websitenya. pemerintah, khususnya Laporan 

dengan menggunakan E-Report. Namun saat mengevaluasi pelaksanaan 
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JDIH.Anggota JDIH Provinsi Sumatera Selatan tidak mencantumkan isi laporan 

tahunannya. Terlihat dari gambar diatas bahwa evaluasi pelaksanaan JDIH pada 

tahun 2021 masih banyak yang tidak dicantumkan beberapa hal penting seperti 

jumlah fisik / hard copy, jumlah otomasi di website, jumlah telah terintegrasi dan 

tidak adanya bukti dokumen yang ada. Hal ini terjadi dikarenakan kekurangan 

Sumber daya Manusia dalam melakukan pengurusan JDIH ini. Maka isi laporan pada 

JDIH ini belum dapat dikatakan maksimal. Dilain sisi, terdapat beberapa poin-poin 

yang tidak terpenuhi mengingat belum adanya pembaruan website dan pembaruan 

peraturan atau kebijakan yang membahas Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum ini. Selain itu staf pelaksana unit kerja di bagian dokumentasi dan 

penyuluhan hukum sering kali menemukan permasalahan yang menghambat kinerja 

staf. 

Gambar 4. Dokumen Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

                     
Sumber : Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Gambar diatas menunjukkan bahwa dokumen-dokumen tidak dikumpulkan 

dan disusun secara sistematis, karena Nomor Keputusan diatas tersusun secara tidak 

berurutan sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur yang berlaku pada 

Nomor 40 tahun 2010, akibatnya kurang kelengkapan dokumen yang membahas 

tentang peraturan perundang-undangan padahal salah satu tujuan dari Jaringan 
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Dokumentasi dan Informasi ini sendiri bisa terkumpul dan tersusun  dengan baik dan 

lengkap sehingga bisa di akses kapan pun dan dimana pun. 

Pada pembinaan atau kursus bagi penyelenggara anggota Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi hukum ini dikatakan belum adanya pembinaan dari 

pusat untuk melakukan pelatihan tentang Kursus Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum berdasarkan  informasi yang saya peroleh dari wawancara yang 

saya lakukan dengan admin Jaringan Dokumentasi Hukum. 

Belum adanya pelatihan tentang pengelolaan jaringan dokumentasi 
dan informasi hukum dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum 
nasional (JDIHN) sehingga kenapa Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum (JDIH Sumsel) belum optimal dalam 
penyelenggaraannya, dan baru akan di jadwalkan di bulan oktober 
tetapi itupun belum pasti mengingat sudah berapa kali rencana 
pelatihan tapi belum diselenggarakan. (10 Agustus 2022). 

 

Artinya, jaringan informasi dokumen hukum belum terselenggara secara 

optimal karena Jaringan Informasi Dokumen Hukum Nasional belum terlatih, 

sehingga banyak sistem organisasi yang belum berkembang, masih dalam sistem 

konvensional, kurang inovasi, dan juga tentang pengurusan dokumen hukum dan 

jaringan informasi pengelola data seperti kesulitan dalam upload dokumen legalitas 

seperti kesalahan pada sistem dan juga kesalahan selama berhari-hari karena 

kurangnya kursus bagi anggota pengurus yang seharusnya tidak di kelola oleh 

pengurus JDIH Sumsel. 

Kemudian dikatakan bahwa menyelenggarakan Sistem Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum berupa Website serta melakukan evaluasi pelaksanaan 

terhadap Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dalam pembuatan 

Website dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sumatera Selatan Biro 
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Hukum telah membuat website tersebut, tetapi dalam evaluasi pelaksanaan website 

tersebut sering mengalami server down atau gangguan halaman website membuat 

Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum kurang berperan dengan baik dan 

efisien. 

Gambar 5. Tampilan Website JDIH Provinsi Sumatera Selatan 

 

Sumber : Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Gambar diatas merupakan tampilan dari website Jaringan dokumen dan 

informasi hukum, di tampilan depan kita langsung di perlihatkan pada tombol menu-

menu yang ada diatas disana jika kita memencet tombol tentang JDIH maka disana 

akan terdapat sub bagian tentang JDIH terdiri dari visi, misi, dasar hukum 

terbentuknya JDIH, jika kita memencet tombol produk hukum maka terdapat 

subbagian Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Surat Keputusan, MoU 

perancangan Undang-undang dsb. Pada bagian Informasi Hukum maka terdapat 

informasi tentang hukum yang mengatur JDIH ini, selanjutnya pada bagian pustaka 

dan galeri foto itu sepertinya belum di update dan terlihat masih tahun 2013 yang 

berisi kegiatan Biro hukum dalam pengenalan JDIH, dan pada menu buku tamu 
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sendiri itu belum ada isinya. Tombol menu diatas ada beberapa yang tidak berfungsi 

dengan baik adapun jika kita ingin mencari Peraturan Gubernur terkait Jaringan 

Dokumen dan Informasi Hukum, misalnya kita hanya bisa memasukan kata kunci 

perdua kata yaitu jaringan dokumentasi. Alasanya karena sistem sudah tidak kuat 

menampung sehingga server kadang down. Berdasarkan hasil wawancara saya 

dengan admin website JDIH mengatakan bahwa ; 

Kenapa server sering down, karena isi dari produk-produk hukum ini 
setiap tahun semakin banyak dan itu harus selalu di unggah 
dokumen-dokumen hukumnya ke dalam website. Kemudian juga 
dokumen hukumnya sangat banyak misalnya 1 tahun Surat 
Keputusan Gubernur bisa mencapai 900 dokumen dan semua itu 
harus di unggah semua sesuai tahun terbit serta dokumen peraturan 
daerah, perjanjian juga harus diunggah walau tidak sebanyak surat 
keputusan, hal ini lah yang ditakutkan mereka bahwa website tidak 
kuat menampung dokumen-dokumen tersebut sehingga websitenya 
menjadi sering down. Terkadang ada masalah lain seperti gangguan 
dari sistem dinas kominfo membuat website tiba-tiba error” (10 

Agustus 2022). 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan 

berbagai masalah terkait proses, pengembangan peran jaringan dokumen dan 

informasi hukum tersebut, maka dilakukan metode kualitatif dengan cara melakukan 

observasi, wawacara dan dokumentasi, metode ini digunakan untuk menggali akar 

penyebab masalah secara lebih mendalam. Menemukan tindakan untuk mengatasi 

atau mengurangi masalah internal paling mudah menggunakan metode ini dalam hal 

peran jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Analisis yang dilakukan dalam 

penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III. 

Adapun langkah-langkah menurut George C. Edward III didalam buku yang berjudul 

“Teori Kebijakan publik “ yaitu : tujuan kebijakan, kebijakan harus berkaitan, 

kebijakan ini harus ada tindakan konkrit, bentuk kebijakan yang positif dan negatif. 
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Pada kajian Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum sudah banyak 

penelitian mengenai Implementasi kebijakan program pelatihan kerja dinas 

ketenagakerjaan dan transmigrasi kota sukabumi (Ardi Muhammad Sidik 2019). 

Implementasi kebijakan program agripolitan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Ully Redhani, Bambang Ari Satria 2020), Implementasi Kebijakan Publik Indonesia 

terhadap kebijakan selektif keimigrasian berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 

(Muhammad Azzam Alfarizi 2011) Implementasi Fungsi Jaringan Dokumen Dalam 

Penyebarluasan Informasi Produk Hukum (Sepryani, A. Muin Fahmal &; 

Muhammad Kamal 2021), Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

(JDIH) Dalam Perumusan dan Penetapan Kebijakan Publik (Analisis Pada Biro 

Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah) (Lilis Wardani, Jawade Hafidz 

2017), Implementasi Rencana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Melalui 

Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Irwan Rahman 

2016). Peneliti mengambil judul penelitian ini Menerapkan fungsi jaringan dalam 

menyebarkan informasi hukum tentang produk pada penelitian sebelumnya penulis 

memang menggunakan metode kualitatif tetapi pada analisis data menggunakan 

interactive model analysis serta fokus penelitian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan George C. 

Edward III dengan metode kualitatif dan berfokus pada pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan. 

Berdasarkan permasalahan diatas yang telah diuraikan terkait Implementasi 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul “Implementasi Kebijakan Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang 

diambil ialah sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Pembentukan Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan? 

1.3 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan laporan ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan. 

1.4 Manfaat Penulisan Laporan 

Dalam buku Pedoman Skripsi tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Jurusan 

Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dicantumkan 

beberapa manfaat yang dicantumkan untuk akademik adalah sebagi berikut : 

 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menjadi inspirasi bagi peneliti 

selanjutnya dalam menganalisis Implementasi Kebijakan 

Pembentukan Sistem jaringan dokumen dan informasi hukum Biro 

Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan demi 

perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya bagi jurusan 

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) 

 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberi kontribusi atau 

masukan para pelaksana yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan 

Pembentukan Sistem jaringan dokumen dan informasi hukum Biro 

Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 
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